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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pariwisata saat ini menjadi penggerak utama pembangunan, dengan 

fokus pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata 

berkelanjutan mengacu pada fokus yang disengaja pada kepentingan wisatawan dan 

partisipasi aktif masyarakat lokal, sekaligus memastikan stabilitas lingkungan jangka 

panjang melalui pengelolaan pariwisata yang efektif. Tujuannya adalah untuk 

mengatasi pertimbangan ekonomi, sosial, dan estetika sekaligus menjaga integritas 

ekologi, keanekaragaman hayati, budaya, dan sistem kehidupan. Selain itu, perluasan 

sektor pariwisata dimanfaatkan untuk mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam 

di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk membina kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan sektor korporasi untuk mengelola pariwisata secara 

efektif. Pengembangan wisata yang efektif ditandai dengan keterlibatan masyarakat 

yang aktif, karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya bagi 

masyarakat lokal. 

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 memberikan pedoman 

pembangunan berkelanjutan dan penatausahaan tempat wisata di Indonesia, dengan 

fokus pada promosi pariwisata ramah lingkungan. Partisipasi beberapa pemangku 

kepentingan dan identifikasi kawasan untuk pengembangan wisata dapat 

ditingkatkan dengan pengumpulan sumber daya dan upaya kolaboratif yang 

dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang 

efektif melibatkan pelestarian kearifan lokal namun tetap kompetitif. 



2 

 

Industri pariwisata memegang peranan penting dalam kemajuan perekonomian 

suatu daerah. Pada tahun 2022, pariwisata diproyeksikan menjadi sumber pendapatan 

asing terbesar kedua bagi Indonesia. Indonesia kini melakukan upaya signifikan 

untuk mendongkrak sektor pariwisatanya dan berhasil meraih peringkat ke-32 dunia. 

Kabupaten Muara Enim memiliki potensi yang belum tergali dalam beberapa bentuk 

pariwisata, termasuk wisata alam, satwa, dan budaya, yang perlu dimanfaatkan dan 

dikembangkan menjadi perekonomian pariwisata yang berkembang. Pada tahun 

2022, Dinas Pariwisata menargetkan terdapat kurang lebih 94 tempat wisata ternama 

di Muara Enim. 

Oleh karena itu, PT Bukit Asam memilih fokus mengembangkan sektor 

pariwisata di Tanjung Enim sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) Wilayah Perencanaan Kota (WP) Tanjung Enim Tahun 2022-2042, sebagai 

bagian dari upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di kawasan kritis perkotaan 

Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul.  

RDTR WP Perkotaan Tanjung Enim mewujudkan prinsip 'Eco-Sustainable, 

Connected, Diverse, dan Inclusive'. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kota wisata 

pertambangan yang hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, difasilitasi 

oleh infrastruktur yang berkembang dengan baik, merangkul keragaman, dan 

memberikan kemudahan akses dan peluang investasi. Yang dimaksud dengan 

kawasan RDTR WP Perkotaan Tanjung Enim adalah 7,4% dari total luas wilayah 

Kecamatan Lawang Kidul atau setara dengan 1.884,31 hektare. Area ini mencakup 

wilayah berikut: 
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Tabel 1 Luas Delineasi Wilayah RDTR WP Perkotaan Tanjung Enim 

Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim , Tahun 2022 

No Wilayah Luas Wilayah 

1 Kelurahan Pasar Tanjung Enim 180,05 hektar 

2 Kelurahan Tanjung Enim 455,83 hektar 

3 Kelurahan Tanjung Enim Selatan 187,74 hektar 

4 Desa Lingga  349,95 hektar 

5 Desa Tegal Rejo  260,78  hektar 

6 Desa Keban Agung 426. 11 hektar 

7 Desa Darmo 23,86 hektar 

Sumber: Website Bappeda Kabupaten Muara Enim, media RDTR perkotaan Tanjung 

Enim. 

Program Tanjung Enim Kota Wisata merupakan contoh dedikasi PT Bukit 

Asam terhadap misi keberlanjutannya, khususnya dalam pengelolaan masyarakat dan 

lingkungan yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memajukan kualitas 

hidup individu di industri pariwisata. Kota wisata berfungsi sebagai sarana untuk 

mencapai pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan 

pengembangan kota wisata adalah untuk mendorong pemerataan sejalan dengan 

prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Sejak tahun 2016, PT Bukit Asam bermitra dengan Pemerintah Kabupaten 

Muara Enim untuk menginisiasi Program Kota Wisata Tanjung Enim. Tujuannya 

agar Tanjung Enim, daerah yang terkenal dengan pertambangan batu bara, dapat 

mencapai swasembada dan berkembang menjadi tujuan wisata di masa depan. PT 

Bukit Asam telah memulai pembangunan beragam fasilitas dan infrastruktur untuk 

memfasilitasi pengembangan pariwisata di Tanjung Enim. Di antaranya Museum 

Batubara, Pusat Kuliner, Taman Sriwijaya, Mini Zoo & Jogging Track, Klawas 

Waterpark dan Plaza Saringan. Kawasan bekas pertambangan akan dialihfungsikan 

menjadi lokasi wisata ekologi, seperti Botanical Garden, danau buatan, Orchard 

park (Taman Buah), Taman RTH Berangau, Agroforestri, dan lokasi serupa lainnya.  
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Selain itu, melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan dan promosi 

budaya lokal. Identitas budaya lokal ditingkatkan agar lebih menarik bagi wisatawan, 

antara lain promosi Batik Kujur, Songket, kesenian gitar solo, Tari Sambut, pencak 

silat Kuntau, dan kuliner khas Tanjung Enim. Promosi pariwisata dilakukan melalui 

berbagai acara dan pameran. Seperti pemilihan Bujang Gadis Serasan menampilkan 

kearifan asli Muara Enim. Selain itu, seminar, diskusi, dan festival kuliner 

diselenggarakan dengan tujuan untuk mempromosikan dan menjaga budaya lokal. 

PT Bukit Asam akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kompetensi masyarakat lokal, sehingga mereka berpartisipasi secara efektif dalam 

industri pariwisata baik dari sudut pandang budaya maupun kewirausahaan. 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim sangat mendukung inisiatif transformasi 

Tanjung Enim menjadi destinasi wisata unggulan yang dipelopori oleh PT Bukit 

Asam. Tanjung Enim sedang dipertimbangkan sebagai destinasi wisata potensial di 

Kabupaten Muara Enim. Pengembangan Kota Wisata Tanjung Enim diyakini akan 

memberikan dampak positif bagi daerah. Termasuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat melalui pendirian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

di sekitar tempat wisata. Selain itu, pendapatan Kabupaten Muara Enim diharapkan 

meningkat seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. 

Namun terkait dengan keadaan Tanjung Enim yang kini ditetapkan sebagai 

kota wisata, masih terdapat permasalahan lingkungan dalam pengelolaan 

pariwisatanya. Warga, khususnya di kawasan Tanjung Enim, sangat prihatin dengan 

banyaknya debu batu bara yang mereka alami sehari-hari. Selain itu, polusi yang 

diakibatkan oleh debu batu bara dan kemacetan lalu lintas akibat aktivitas truk juga 

menimbulkan ancaman serius. Kehadiran lalu lintas secara signifikan mempengaruhi 
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baik warga maupun pengguna jalan. Selain itu, Tanjung Enim saat ini belum 

mempunyai tempat pembuangan sampah permanen (TPA). Mengingat volume 

sampah yang dihasilkan, Tanjung Enim perlu membangun TPA sendiri agar dapat 

mengelola sampah dari kecamatan terdekat secara efektif. Hal ini sangat penting 

karena Tanjung Enim merupakan tujuan wisata populer, dan sangat penting bagi kota 

untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, serta menyediakan berbagai 

tempat wisata ikonik. 

Konsentrasi debu batu bara yang sehari-hari ditemui masyarakat setempat, 

khususnya di wilayah Tanjung Enim, sangat memprihatinkan dan berpotensi 

memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ruas jalan 

tersebut menjadi tidak layak untuk angkutan truk karena sempitnya jalan di sekitar 

Tanjung Enim sehingga tidak mampu menampung arus lalu lintas yang cukup besar. 

Selain risiko pencemaran debu batu bara dan terjadinya kemacetan lalu lintas akibat 

lalu lintas truk, juga berdampak signifikan baik bagi warga maupun pengguna jalan. 

Selain itu, data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Lawang Kidul 

kekurangan jumlah hotel atau akomodasi yang memadai untuk memfasilitasi 

pengembangan Tanjung Enim sebagai destinasi wisata. 

Tabel 2 Jumlah Sarana Akomodasi Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis 

Akomodasi di Kecamatan Lawang Kidul, 2021 

No Desa/Kelurahan Hotel Penginapan 

1 Kelurahan Pasar Tanjung Enim 0 1 

2 Kelurahan Tanjung Enim 0 0 

3 Kelurahan Tanjung Enim Selatan 0 1 

4 Desa Tegal Rejo 0 0 

5 Desa Lingga 1 1 

6 Desa Keban Agung 0 0 

7 Desa Darmo 0 0 

Total 1 3 
Sumber: Kecamatan Lawang Kidul dalam angka 2023 (BPS Kabupaten Muara Enim) 
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Tanjung Enim terutama berfungsi sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi 

operasi pertambangan, dan sebagian besar kawasan tersebut digunakan untuk 

pemukiman. Pusat perekonomian utama terletak di sepanjang jalan lintas Batu Raja 

Muara Enim, yang membentang di sepanjang Sungai Enim dan dikelilingi oleh lahan 

yang didedikasikan untuk eksplorasi pertambangan batubara. Kawasan ini 

merupakan representasi nyata dari arus lalu lintas yang konstan di jalan utama, yang 

ramai dengan kendaraan angkutan logistik antarprovinsi dan skala besar sepanjang 

hari. 

Motivasi pilihan individu untuk melakukan kunjungan wisata muncul dari 

kecenderungan bawaan mereka untuk mengapresiasi pemandangan alam yang 

terdapat di daerah tujuan wisata. Oleh sebab itu, sangat esensial bagi pemerintah, 

swasta, dan masyarakat untuk secara efektif mengawal dan memajukan bidang 

pariwisata. 

Pengelolaan Tanjung Enim sebagai kota wisata yang efektif memerlukan kerja 

sama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

pengembangan dan promosi Tanjung Enim sebagai destinasi wisata. Kolaborasi aktif 

antar pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi secara efektif beragam 

tantangan yang dihadapi dalam mengelola destinasi pariwisata Tanjung Enim. 

Berbagai lembaga harus mempunyai tujuan yang sama. Pengelolaan Kota Wisata 

Tanjung Enim menunjukkan koordinasi yang jelas antar pemangku kepentingan 

utama, terutama pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat. Peran pemerintah di 

Kota Wisata Tanjung Enim adalah berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan dunia 

usaha berperan sebagai mitra dalam pengelolaan kota. Masyarakat memainkan peran 

penting baik sebagai peserta maupun penerima manfaat. 
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Konsep Collaborative Governance dipandang sebagai pendekatan yang layak 

untuk mempercepat dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata. 

Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif) adalah pendekatan baru yang 

digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sulit di masyarakat. Hal ini 

ditandai dengan premis mendasar untuk membangun hubungan yang adil antar 

pemangku kepentingan dari sektor publik, korporasi, dan komunitas. Metode ini juga 

melibatkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai 

kepentingan atau berupaya mencapai tujuan bersama. 

Perspektif Collaborative Governance umumnya digunakan untuk mengatasi 

permasalahan daerah karena kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam 

mengelola daerahnya secara efektif. Tata kelola kolaboratif adalah tahap yang 

mengikut sertakan berbagai aktor kebijakan untuk mencapai tata kelola yang baik. 

Collaborative Governance mengacu pada proses di mana banyak pihak bekerja sama 

untuk mengatasi tantangan atau kesulitan tertentu. Pihak-pihak tersebut tidak hanya 

mencakup lembaga pemerintah atau non-pemerintah, namun juga melibatkan 

masyarakat sipil dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, sebagai 

bagian dari gagasan tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dilancarkan 

dengan memanfaatkan keterbatasan kemampuan, sumber daya, dan jaringan masing-

masing pihak. Hal ini memungkinkan kolaborasi untuk menyatukan dan 

meningkatkan beragam komponen yang mendorong pencapaian tujuan bersama 

secara efektif. 

Kebijakan pariwisata merupakan entitas multifaset yang sangat dipengaruhi 

oleh variabel ekonomi dan kebijakan politik. Faktor-faktor ini pada gilirannya 

dibentuk oleh lanskap geografis dan permintaan manusia terhadap aktivitas rekreasi 
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di lokasi tertentu. Perwujudan kota wisata melibatkan integrasi yang rumit dari 

beberapa elemen, seperti daya tarik wisata, fasilitas umum, dan fasilitas wisata yang 

dapat diakses. Komponen-komponen tersebut kemudian dipadukan dalam jalinan 

kehidupan masyarakat, selaras dengan tata cara dan adat istiadat yang ada. 

Menanggapi tantangan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengetahui proses 

implementasi Collaborative Governance dalam pengelolaan Tanjung Enim sebagai 

kota wisata. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada konteks yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian, 

bisa dikenali permasalahan yang ada yaitu: Bagaimana Collaborative Governance 

atau tata kelola Pemerintah, Sektor swasta yaitu PT. Bukit Asam maupun yang lain, 

serta masyarakat dalam pengelolaan Tanjung Enim Kota Wisata? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: mengubah 

masalah yang telah diusulkan.  

1) Untuk memahami bagaimana komunitas dapat bekerja sama dalam mengelola 

program Tanjung Enim Kota Wisata 

2) Untuk mencari tahu elemen-elemen yang mendorong dan menghalangi 

Kerjasama pemerintah dalam pengelolaan program Tanjung Enim Kota 

Wisata 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai peneliti, diharapkan ada keuntungan yang dapat dihasilkan dari 

penelitian ini, antara lain:  
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1) Manfaat Teoritis. Untuk penelitian ini, diharapkan bahwa hasilnya akan 

memberikan manfaat bagi masyarakat, pengelola Program Tanjung Enim 

Kota Wisata dan terutama bagi pembaca untuk meningkatkan dan 

memperluas pemahaman mereka. Diharapkan bahwa penelitian ini akan 

bermanfaat  sebagai referensi berharga bagi para akademisi di masa depan 

untuk mengeksplorasi isu-isu serupa. 

2) Manfaat Praktis. Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis 

untuk lebih mengkonsentrasikan upaya menyelenggarakan Tanjung Enim 

Kota Wisata dengan memanfaatkan strategi collaborative governance yang 

melibatkan tiga pihak, yakni pemerintah, sektor privat, dan masyarakat.  

3) Manfaat Akademis. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi 

intelektual yang signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara 

keseluruhan. 
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